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o PENDAHULUAN

iPada Bab 1 ini berisi pendahuluan yang memaparkan hal-hal yang akan dibahas pada

ran skripsi ini. Pada bab ini penulis akan menjelaskan sub bab yang berisi latar belakang
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alah identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan

e uelbe
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p eI|t§1n dan manfaat penelitian.

}'"Latar belakang masalah diambil dari topik masalah yang akan dibahas. ldentifikasi

2N

ma ala;h diambil dari latar belakang yang dirangkum dan menjadi bentuk pernyataan. Batasan

masalejfh adalah kajian literatur dalam bentuk pernyataan yang diambil berdasarkan identifikasi

1 eAJey ynanjas ney

n

asal&h yang diteliti. Batasan penelitan yang berisi tentang keterbatasan pada penelitian.
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Rumusan masalah menjelaskan ringkasan pokok permasalahan yang akan diteliti, dan yang

Juauwl ed

gterakhjr ada tujuan dan manfaat penelitian dalam melakukan pemilihan obyek penelitian.

AzL atar Belakang Masalah

Salah satu struktur pendapatan suatu Negara yang memberikan sumbangsih

pallng besar bagi sebagian besar Negara di seluruh dunia adalah pajak. Pendapatan

:1aquins ueyingaAuaw uep uejwny

f,utama negara yang didapatkan dari pajak, sebagian besar digunakan untuk
Tpembangunan. Pajak diterima dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam
sebuah negara, yang menjadi kewajiban utama sebagai warga Negara. Melalui
pemungutan pajak, pemerintah memberikan keikutsertaan masyarakat untuk berperan

?J’lktif dalam pembiayaan keuangan Negara. Untuk pemungutan pajak sendiri, warga
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Negara harus sudah memenuhi kriteria sebagai subjek serta obyek pajak. Oleh karena
itu, pemberian iuran berupa pajak kepada warga Negara sangat dibutuhkan, demi

;:membiayai seluruh kepentingan atas kegiatan kenegaraan seperti pembangunan

‘:tersebut.

Pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak kepada negara yang terutang yang
% memenuhi Kriteria sebagai subjek dan obyek pajak dan bersifat memaksa yang diatur
iioleh undang-undang. Wajib pajak adalah badan atau orang pribadi yang memiliki hak
%jan kewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang
,’Republik Indonesia, 2007). Seluruh warga Negara yang telah memenuhi kriteria, harus
;menjadi wajib pajak. Menurut Kementrian Keuangan tercatat dalam kurun waktu 20
gtahun mengalami kenaikan 20 kali lipat wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Pada
“tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 42,51 juta, mengalami peningkatan
disetiap tahunnya sampai pada tahun 2021 wajib pajak mencapai 49,82 juta (Novani,

3 2022). Maka dari itu pajak merupakaan penerimaan terbesar negara yang bermanfaat

untuk masyarakat.

= Salah satu lapisan masyarakat yang menjadi wajib pajak dan memberikan
%sumbangsih berasal dari golongan Usaha Mikro kecil dan Menengah atau disingkat
isebagai UMKM. UMKM adalah pengembangan dari kawasan andalan yang dapat
amempercepat pemulihan dari perekonomian, guna untuk mewadahi program prioritas
7 dan pengembangan berbagai sektor dan potensi yang ada. Seperti yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan

dari usaha yang diterima wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 M setahun termasuk

ocke dalam golongan UMKM. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang
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penerimaannya lebih besar dari pajak lain (Poernomo, 2020). Maka dari itu pajak

penghasilan, terutama dari UMKM, memegang andil yang besar terhadap penerimaan

Téuatu Negara.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah suatu jenis usaha yang
i‘dibedakan pada penghasilan atau omset yang didapat dalam 1 tahun kegiatan usaha
iyang dijalankannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).
;UMKM memiliki peran sangat penting untuk penerimaan negara dalam pembangunan,
%elain untuk kepentingan negara, UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran di
,’Indonesia (Sandra et al.,, 2019). Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementrian
%(euangan mencatat pada tahun 2020 sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil dan
gMenengah masih belum melakukan kewajibannya dengan membayar pajak (Tommy,
©2021). Dari total UMKM yang tercatat hanya 2 juta yang sudah terdaftar menjadi
Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara. Di tahun 2021, jumlah UMKM
fmencapai 64,3 juta yang memilki kontribusi PDB sebanyak 61,07%, dan menurut

Kementrian Koperasi dan UKM pembayaran pajak masih harus ditingkatkan.
_.Kontribusi UMKM pada domestik bruto atau PDB tercatat sebesar lebih dari 60%,

ctakan tetapi setoran pajaknya masih sangat kecil. UMKM di Indonesia masih rendah

““dalam tingat kesadaran menjadi Wajib Pajak maupun dalam kesadaran kepatuhan

= membayar pajaknya (Tommy, 2021).

Pada tahun 2017 sebanyak 3,79 juta UMKM menggunakan platform online
dalam memasarkan produk mereka. Kemkominfo dan para pelaku e-commerce
membuat program 8 juta UMKM Go Online yang dibuat untuk menumbuhkan pelaku

scusaha mikro, kecil dan menengah di sosial media (Ayuwuragil, 2017). Seiring
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bertambahnya tahun, UMKM berbasis platform online semakin berkembang dan
Pertambah, terutama di era pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pembatasan kegiatan
:flangsung (offline) akibat pandemi COVID-19, membuat berbagai kegiatan menjadi
aberbasis online, termasuk kegiatan penjualan dan pembelian. Menurut Teten Masduki
?selaku Mentri Koperasi dan UKM mengatakan sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM atau
sebesar 30,4% sudah menggunakan platform e-commerce dari total seluruh UMKM

(Santia, 2022).

1g 3N}

Penerimaan pajak yang didapat dari UMKM merupakan salah satu pendapatan

:’L'fnegara yang penting, maka UMKM dirasa penting menjadi wajib pajak, terutama

SUMKM berbasis online yang terus menjamur. Akan tetapi, masih banyak pelaku

EUMKM berbasis online yang belum mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
“Menurut Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, mengatakan dari
UMKM hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan yang
dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sebesar 1,5 juta atau 2,2% yang diberikan pelaku

usaha UMKM.

= Selain itu dengan adanya perubahan menjadi sistem digital, dapat membantu
épelaku UMKM menjangkau pasar yang jauh lebih luas dari sisi pemasaran karena
iteknologi sekarang membuat lebih efektivitas yang jauh lebih besar. Faktor lain yang
%‘dapat diberikan adalah meningkatnya penerimaan perpajakan, seperti meningkatknya
7 penjualan akibat pemasaran yang luas menggunakan teknologi digital maka peluang

menjadi semakin besar kontribusi yang diberikan kepada negara melalui pembayaran

pajak (DJP, 2019). Pada tahun 2019 menurut data Direktorat Jendral Pajak Kementrian

s<Keuangan untuk PPh final untuk UMKM sebesar 1,1% atau Rp 7,5 triliun kontribusi,
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hanya sedikit pelaku UMKM yang terdaftar dan melaporkan pajak. Seharusnya jika
dilihat dari total UMKM vyang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi
iuntuk kontribusi negara. Salah satu faktor pelaku UMKM kesulitan menjalankan
okewajiban untuk negara dengan menjadi wajib pajak adalah keterbatasan pelaku

ZUMKM dalam administrasi perpajakan.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak harus dibangun ke dalam diri masing-
iimasing warga Negara. Kesadaran tersebut harus didorong bersama dengan kemauan
%ﬂari pelaku wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan warga
-Negara, termasuk UMKM, untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, yaitu sikap

ﬁasional, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi manfaat yang dirasakan, dan

gpemahaman peraturan perpajakan (Widyati, 2018).

Sikap rasional merupakan suatu sikap pertimbangan seseorang untuk untung

%atau rugi dalam memenuhi kewajibannya, yang mempertimbangkan keuangan dan
| risiko akibat membayar atau tidak membayar pajak (Hutauruk, 2019). Setiap orang
pasti akan mementingkan keuntunganya sendiri, apalagi jika peraturan perpajakan
=tidak tegas dan memiliki sanksi-sanksi ringan yang membuat seseorang akan

~rmeremehkan kewajibannya dan kepatuhannya sebagai warga negara yang baik. Maka
idari itu jika sikap rasional seseorang lebih mementingkan keuntungan maka semakin
%‘banyak rakyat yang tidak melakukan kewajibannya karena dianggap merugikan diri
7sendiri. Berdasarkan penelitian Nugroho et al (2020), sikap rasional berpengaruh

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan menurut hasil penelitian Nugroho et al

(2020) sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan
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menurut Rosita et al (2022) dan Kristian & Iskandar (2022), sikap tidak berpengaruh

terhadap minat pelaku Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah adalah suatu penilaian untuk suatu lembaga
fdari masyarakat dalam melaksanakan kekuasaan negara sesuai aturan-aturan yang telah
i‘diatur untuk kepentingan negara dan memberikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
% aturan yang berlaku di undang-undang. Kepercayaan rakyat untuk pemerintah sangat
iipenting, apabila rakyat menganggap bahwa pemerintah memanfaatkan pajak yang
%elah dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan fungsinya, maka kepercayaan
ikepada pemerintah akan berpengaruh kepada rakyat untuk melaksanakan
%ewajibannya. Semakin rakyat merasakan manfaat dari membayar pajak, kepercayaan
gkepada pemerintah pun akan meningkat. Dari hasil penelitian Handayani et al (2020),
“terbukti bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Waijb
Pajak pelaku UMKM, sedangkan menurut Purnamasari et al (2018) kepercayan kepada

pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Persepsi manfaat yang dirasakan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan
= dengan adanya efektifitas dan kegunaan secara menyeluruh dalam melakukan kegiatan

~itersebut. Seorang Wajib Pajak akan melakukan penghindaran pajak atau tidak
imelakukan kewajibannya, biasanya dikarenakan tidak merasakan manfaat yang sesuai
%‘dengan membayar kewajibannya dengan membayar pajak ke negara, karena Wajib
7 Pajak tidak mengetahui kemana saja dana belanja negara, realisasi dari penerimaan

pajak tersebut dan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya untuk rakyat.

Dalam penelitian Maharani et al (2019), persepsi manfaat yang dirasakan secara parsial

sberpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut Razzak
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(2018), persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak
ffnemahami peraturan-peraturan mengenai perpajakan serta menerapkan pemahaman
i‘tentang peraturan pajak ke dalam kegiatan perpajakan. Pemahaman peraturan
iperpajakan merupakan salah satu faktor pelaku UMKM online melaksanakan
;kewajiban pajaknya, karena dengan adanya pemahaman perpajakan untuk pelaku
aJMKM akan berpangaruh kepada perilaku patuh atau tidak patuh terhadap aturan yang
itelah ditetapkan. Pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan akan
;membuat seseorang semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman
gperaturan perpajakan oleh pelaku UMKM dapat diberikan oleh aparat pajak, berita
“ataupun media yang lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh P. A. Fitria & Supriyono (2019), pemahaman peraturan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut

Endang Kristiawati (2020), pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

_.Wajib Pajak UMKM.

Pelaku UMKM, terutama UMKM berbasis online harus memiliki kemauan

pada diri, untuk dapat menjadi wajib pajak serta patuh dalam kewajiban pajaknya, dan
%‘membantu pembangunan Negara. Dengan UMKM berbasis online yang terus
7 menjamur, pasti akan membantu pertumbuhan dan pembangunan Negara Indonesia
menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian terhadap faktor
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online di

>-Jakarta dan sekitarnya.
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B. ldentifikasi Masalah
@ Dari latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas, penulis

u
=mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Apakah faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
pelaku UMKM berbasis online?

2. Apakah faktor kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online?

3. Apakah faktor persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online?

4. Apakah faktor pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online?

Batasan Masalah

O

(31D ueIy XIMY BXI3EW.I0LU| UED SIUSIg INNISU]) DYH g1 iIw eadid

Berdasarkan dalam identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat

batasan-batasan yang meliputi ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
pelaku UMKM berbasis online?

2. Apakah faktor kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online?

3. Apakah faktor persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online?

uepy XM eXj3ew.oju] uep sjusig 3NIIsu|
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. Batasan Penelitian
@ Dalam penelitian terdapat keterbatasan biaya, jarak, waktu dan tenaga, maka

u
“terdapat batasan penelitian yang menjadi:

1. Obyek penelitian ditujukan kepada pelaku UMKM berbasis online pada
platform Shopee dan TikTok Shop.

2. Peneliti menggunakan data primer yang didapat dari pengisian kuesioner oleh
responden yaitu pelaku UMKM berbasis online yang disebar dengan
menggunakan google form.

3. Periode penelitian : Desember 2022 — Februari 2023.

Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi, batasan masalah, dan juga batasan penelitian yang

=telah diuraikan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

e

(eI U

‘Apakah sikap rasional, kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi manfaat yang

dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha

=
“ Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis online?”

19 3N

‘Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran

genai:
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1. Pengaruh dari faktor sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
@ berbasis online.
u
Z2. Pengaruh dari faktor kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib
E’ pajak pelaku UMKM berbasis online.
3
=3. Pengaruh dari faktor persepsi manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib
@
= pajak pelaku UMKM berbasis online.
(9]
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g.
G.«Manfaat Penelitian
=2
é Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak,
=)
santara lain:
)
3
=1. Bagi Pembaca
S
; Penulis mengharapkan agar pembaca dapat mengetahui dan sadar agar menjadi
=
§ wajib pajak serta melakukan kewajiban pajaknya untuk membantu pendapatan
g- negara yang akan dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia.
2. Bagi Pemerintah
=  Penulis mengharapkan dapat memberikan pertimbangan maupun masukan untuk
7]
[y
gf' kebijakan mengenai perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
(o
W Wajib Pajak.

w

Bagi Peneliti Selanjutnya
Agar pembaca yang ingin melakukan penelitian bertema perpajakan dapat

menambah wawasan, menjadikan referensi untuk penulisan selanjutnya.
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